SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

RACANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, urusan pemerintahan absolute adalah
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat yaitu meliputi
yustisi, dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut Pemerintah Pusat
melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang
kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau
Gubernur sebagai wakil Pemerintah  Pusat
berdasarkan asas Dekonsentrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



3. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan
Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN HUKUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2013
tentang Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.



Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hykum,

Sofivan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG: 9/TBB/2016



